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KESEPAKATAN BERSAMA 

  ANTARA 

  PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 

DENGAN 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

TENTANG 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT  

 

NOMOR : 5/KB-KSD/PLK/2022 

NOMOR : 175/UN24/KS/2022  

 

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh 

Dua (21-3-2022), bertempat di Palangka Raya, kami masing masing yang 

bertandatangan di bawah ini: 

 

I. FAIRID NAFARIN : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan 

Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, 

berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 

2018, tanggal 5 September 2018, tentang 

Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

II. ANDRIE ELIA : Rektor Universitas Palangka Raya, berkedudukan 

di Kampus Universitas Palangka Raya Tunjung 

Nyahu Jalan Yos sudarso Palangka Raya, 

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor  

509/M.KPT.KP/2018 tentang pengangkatan 

Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 

2018 – 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Universitas Palangka Raya, selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut 

PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu 

menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang 

bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya. 

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rektor Universitas Palangka Raya yang 

memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, 

mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. 
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c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-

masing PIHAK, PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan 

terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama. 

 

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat 

I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja 

Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546); 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049); 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61); 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2017); dan 

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan 

masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan 

Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 
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PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi PARA PIHAK 

dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang 

lingkup Kesepakatan Bersama ini. 

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia, memanfaatkan Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dan Pelayanan Publik guna mendukung keberhasilan 

pelaksanaan Pembangunan Kota Palangka Raya. 

 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengembangan Pendidikan, 

Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Konsultasi serta Pengabdian Kepada 

Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya; 

b. Pengembangan, Pengelolaan Sumber daya alam dan Pemberdayaan Masyarakat 

di wilayah Kota Palangka Raya; 

c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; dan 

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya dan pembangunan 

wilayah Kota Palangka Raya serta bidang lain yang berkaitan dengan kebutuhan 

Pengembangan dan Pembangunan Kota Palangka Raya. 

 

PASAL 3 

PELAKSANAAN 

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk 

Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Kesepakatan Bersama ini. 

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih 

lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta   hal-hal lain yang 

dipandang perlu. 

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau 

Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA 

untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. 

(4) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala 

Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk membuat, 

menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. 

 

PASAL 4 

PEMBIAYAAN 

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan 

Bersama ini  dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan 

kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya. 
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(2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama 

ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di 

wilayah administratif PIHAK PERTAMA, sebelum ditandatangani PARA PIHAK 

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Palangka Raya. 

 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU 

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh PARA 

PIHAK. 

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA 

PIHAK. 

 

PASAL 6 

MONITORING DAN EVALUASI 

PARA PIHAK  akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut 

Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. 

 

PASAL 7 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil 

dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas 

dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK. 

(2) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi 

yang diterima oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lainnya sehubungan dengan 

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan 

tidak akan disampaikan kepada PIHAK lainnya kecuali atas perintah Peraturan 

Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan. 

 

PASAL 8 

KORESPONDENSI 

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan 

Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui Pos, 

Jasa, Kurir, Faxmile, Email maupun Surat  yang diserahkan sendiri secara langsung 

dengan menggunakan alamat sebagai berikut: 

a. PIHAK PERTAMA 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Kota Palangka Raya. 

Alamat  : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Palangka Raya 

 Kalimantan Tengah. 

Telepon : (0536) 3231544-3231542 

Fax : (0536) 3231539 

b. PIHAK KEDUA 

Universitas Palangka Raya. 

Alamat :.Kampus Unpar Tunjung Nyahu Jalan Yos Sudarso Palangka Raya. 

Telepon : (0536) 3220445-3226878 

Fax : (0536) 3221722 










































































































